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Abstrak

Pembangunan berkelanjutan mengandung tuntutan moral dan politik agar pemenuhan kebutuhan generasi
sekarang tidak merampas kemampuan generasi mendatang untuk hidup bermartabat. Artikel inimembahas
hak generasi mendatang melalui kerangka keadilan antargenerasi, etika tanggung jawab, hak asasi manusia,
hukum lingkungan, ekonomi sumber daya, dan tata kelola jangka panjang. Analisis mencakup persoalan
identitas pihak yang belum lahir, representasi politik, diskonto sosial, batas planet, perubahan iklim,
biodiversitas, pangan, air, energi, utang publik, teknologi, kecerdasan buatan, serta warisan budaya.
Perhatian khusus diberikan pada Indonesia: amanat konstitusi, pengelolaan sumber daya alam,
pembangunan rendah karbon, masyarakat adat, bonus demografi, dan kebutuhan lembaga yang mampu
menilai konsekuensi lintas generasi. Artikel menegaskan bahwa hak generasi mendatang bukan hak untuk
membekukan dunia dalam keadaan sekarang, melainkan hak atas pilihan yang layak, ekosistem yang
berfungsi, institusi yang dapat dipercaya, dan kapasitas untuk menentukan arah kehidupannya. Kewajiban
generasi kini karena itu mencakup konservasi opsi, kualitas, dan akses; penerapan prinsip kehati-hatian;
pengendalian risiko yang tidak dapat dipulihkan; serta investasi pada pengetahuan, kesehatan, infrastruktur,
dan ketahanan sosial. Deklarasi PBB tentang Generasi Mendatang tahun 2024 memperkuat kebutuhan
perspektif jangka panjang dalam keputusan publik. Kesimpulannya, pembangunan hanya dapat disebut
berkelanjutan apabila kemajuan hari ini memperluas—bukan mempersempit—ruang hidup, kebebasan,
dan peluang generasi yang akan datang.

Kata Kunci: pembangunan berkelanjutan; generasi mendatang; keadilan antargenerasi; hak
lingkungan; batas planet; tata kelola jangka panjang; Indonesia

Pendahuluan: Masa Depan sebagai Subjek Keadilan

Setiap keputusan pembangunan adalah tindakan lintas waktu. Jalan, bendungan, tambang, sistem
energi, utang, kurikulum, dan aturan tata ruang dapat memengaruhi kehidupan jauh setelah para
pengambil keputusannya tidak lagi memegang jabatan. Generasi mendatang tidak hadir di ruang rapat,
tidak memiliki suara dalam pemilu, dan tidak dapat menolak risiko yang diwariskan. Ketidakhadiran
politik itu menciptakan kewajiban khusus bagi generasi yang hidup sekarang.

Gagasan pembangunan berkelanjutan memperoleh rumusan paling berpengaruh melalui laporan
Brundtland: memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang
memenuhi kebutuhannya. Rumusan tersebut menghubungkan dua tuntutan yang tidak boleh
dipisahkan. Kemiskinan dan ketidakadilan hari ini harus diatasi, tetapi cara mengatasinya tidak boleh
menghancurkan sistem alam, institusi, serta pilihan yang dibutuhkan oleh manusia di masa depan.

Bahasa hak memberi kekuatan normatif pada tuntutan itu. Hak tidak semata-mata mengungkapkan
harapan; ia menunjukkan adanya kepentingan mendasar yang harus dihormati dan kewajiban yang
harus dipenuhi. Walaupun pemegang hak masa depan belum dapat diidentifikasi secara individual,
generasi kini mengetahui bahwa manusia akan membutuhkan iklim yang layak huni, air, pangan,
kesehatan, keamanan, pengetahuan, kebebasan, dan ekosistem yang berfungsi.
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Persoalannya bukan hanya berapa banyak sumber daya yang diwariskan, melainkan kualitas institusi
danruang pilihan. Kekayaan finansial tidak selalu dapat menggantikan spesies yang punah, tanah yang
terkontaminasi, budaya yang hilang, atau iklim yang telah melewati titik kritis. Karena itu, substitusi
antara modal buatan dan modal alam memiliki batas. Untuk aset kritis dan risiko yang tidak dapat
dipulihkan, prinsip kehati-hatian harus lebih kuat daripada janji kompensasi.

Artikel ini menempatkan Indonesia sebagai ruang konkret bagi keadilan antargenerasi. Negara kaya
biodiversitas dan mineralini sekaligus menghadapi kerentanan iklim, kesenjangan, tekanan urbanisasi,
dan kebutuhan pembangunan besar. Pertanyaan strategisnya bukan apakah Indonesia harus
berkembang, tetapi bentuk perkembangan apa yang memperbesar kapabilitas bangsa tanpa
menghabiskan fondasi ekologis, sosial, fiskal, dan budaya yang akan diwarisi anak cucu.

1. Makna Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bukan keadaan statis dan bukan pula daftar proyek hijau. la merupakan
proses peningkatan kapabilitas manusia yang berlangsung di dalam batas ekologis dan menjaga
kesempatan lintas waktu. Tiga dimensi—ekonomi, sosial, dan lingkungan—tidak boleh diperlakukan
sebagai kotak terpisah. Pertumbuhan yang merusak kesehatan atau ekosistem hanya memindahkan
biaya, sedangkan konservasi yang mengabaikan kemiskinan kehilangan legitimasi sosial.

Secara mekanistik, produk domestik bruto mencatat arus produksi tetapi tidak otomatis mengurangi
depresiasi hutan, tanah, air, mineral, kesehatan, atau kohesi sosial. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika negara dapat tampak tumbuh ketika membabat aset alam, sementara
neraca kekayaan produktif dan kapasitas perlindungan bencananya justru menyusut. Di sinilah
pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia memerlukan dashboard yang menggabungkan pendapatan,
kualitas pekerjaan, kemiskinan multidimensi, emisi, tutupan ekosistem, kualitas air, kesehatan tanah,
dan ketimpangan wilayah. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat
menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir,
dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu,
standar nasional perlu memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka
terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan
masyarakat.
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Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: anggaran dan rencana pembangunan harus diuji terhadap
perubahan modal produksi, manusia, sosial, dan alam, sehingga pertumbuhan dinilai dari mutu serta
daya tahannya. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi,
komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar
pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat
bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi
penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

2. Siapakah Generasi Mendatang?

Generasi mendatang mencakup manusia yang belum lahir dan kelompok muda yang akan hidup paling
lama dengan konsekuensi keputusan kini. Batasnya tidak dapat ditentukan secara tajam karena
generasi saling tumpang tindih. Namun ketidakpastian identitas tidak menghapus kepentingan mereka.
Kita tidak perlu mengetahui nama seseorang untuk memahami bahwa paparan radiasi, iklim ekstrem,
atau kehancuran sumber air dapat melanggar kepentingan dasar manusia.

Secara mekanistik, hukum termodinamika menjelaskan mengapa ekonomi sirkular mengurangi
kebutuhan bahan baku tetapi tidak pernah menghapus kebutuhan energi, material baru, dan tempat
bagi residu. Konsekuensinya, analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus
pendapatan pada satu tahun dapat meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya
mungkin turun. Perspektif ini mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?”
menjadi “hasil apa, bagi siapa, dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan
masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika narasi sirkularitas seratus persen dapat menciptakan ilusi bahwa
konsumsi material terus bertambah tanpa konsekuensi biofisik. Di sinilah pendekatan kehati-hatian
relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan ketika
dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, bagi kepulauan Indonesia, keterhubungan darat-laut berarti sedimentasi,
pupuk, plastik, dan limbah tambang di hulu akhirnya memengaruhi perikanan serta pariwisata pesisir.
Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: kebijakan industri harus memakai analisis siklus hidup dan
neraca material agar pengurangan dampak pada satu tahap tidak sekadar memindahkannya ke wilayah
atau tahap lain. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi,
komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar
pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat
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bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi
penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

3. Fondasi Etis Keadilan Antargenerasi

Etika antargenerasi dapat dibangun dari berbagai tradisi: utilitarianisme menimbang kesejahteraan
lintas waktu; teori keadilan menuntut institusi yang dapat diterima dari posisi yang tidak mengetahui
generasi kelahiran; pendekatan kapabilitas menjaga kebebasan substantif; dan etika kepedulian
menekankan relasi serta tanggung jawab. Perbedaan teori tidak menghalangi titik temu: generasi kini
tidak boleh meninggalkan kerusakan serius yang sebenarnya dapat dicegah.

Secara mekanistik, batas bukan ramalan titik kehancuran yang presisi, melainkan zona kehati-hatian
ketika risiko perubahan nonlinier, umpan balik, dan kejutan meningkat. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika ketidakpastian sering dipakai untuk menunda tindakan, padahal
ketidakpastian yang menyangkut kerugian besar dan sulit dipulihkan justru memperkuat alasan untuk
berhati-hati. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi,
melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling
berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya
risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus
menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia mengalami interaksi batas melalui kebakaran gambut, kekeringan,
banjir, gelombang panas laut, hilangnya habitat, serta tekanan nitrogen dan fosfor. Kasus Indonesia
mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau
kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang
serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi kepastian minimum,
sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas
pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: target nasional perlu diturunkan menjadi anggaran karbon, air,
lahan, dan pencemaran yang konsisten dengan karakter ekologis provinsi serta daerah aliran sungai.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.
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4. Dari Kepentingan menuju Hak

Hak generasi mendatang sering diperdebatkan karena pemegangnya belum ada dan tidak dapat
mengajukan tuntutan. Namun hukum telah lama melindungi kepentingan pihak yang belum dapat
berbicara, termasuk anak dan ahli waris. Hak masa depan dapat dipahami sebagai klaim terhadap
kondisi minimum kehidupan dan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kewajiban
korelatifnya berada pada negara, perusahaan, komunitas, dan individu sesuai kemampuan serta
pengaruh masing-masing.

Secara mekanistik, nilai jasa ekosistem terlihat dalam pengurangan banjir, penyimpanan karbon,
pemurnian air, perlindungan pantai, pembentukan tanah, dan reproduksi sumber daya hayati.
Konsekuensinya, analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada
satu tahun dapat meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun.
Perspektif inimengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa,
bagi siapa, dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia
sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika monetisasi yang ceroboh dapat menyiratkan bahwa semua fungsi
ekologis dapat diganti dengan uang atau teknologi, meskipun sebagian bersifat kritis dan tidak
tersubstitusi. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi,
melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling
berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya
risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus
menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, mangrove Indonesia memberi contoh aset yang mendukung perikanan,
melindungi permukiman, menyimpan karbon, serta memelihara identitas dan mata pencaharian lokal.
Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: akuntansi modal alam harus menjadi alat keputusan bersama
indikator biofisik dan ambang ekologis, bukan tiket untuk memperjualbelikan setiap unsur kehidupan.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

5. Masalah Non-ldentitas dan Tanggung Jawab Moral

Masalah non-identitas menyatakan bahwa kebijakan hari ini dapat menentukan siapa yang kelak lahir;
seseorang mungkin tidak dapat mengatakan dirinya dirugikan jika tanpa kebijakan itu ia tidak akan
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pernah ada. Kesulitan filosofis tersebut tidak membenarkan kebijakan ceroboh. Penilaian dapat
diarahkan pada kualitas dunia, keadilan institusi, risiko yang diciptakan, dan kewajiban impersonal
untuk tidak menghasilkan masa depan yang secara sistematis lebih buruk ketika alternatif layak
tersedia.

Secara mekanistik, pajak pencemaran, perdagangan emisi, tanggung jawab produsen, standar
teknologi, dan kewajiban pemulihan berusaha memasukkan biaya sosial ke dalam keputusan.
Konsekuensinya, analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada
satu tahun dapat meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun.
Perspektif inimengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa,
bagi siapa, dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia
sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika harga karbon yang berdiri sendiri dapat regresif, mudah dihindari, atau
terlalu lemah ketika infrastruktur bersih dan pilihan transportasi belum tersedia. Di sinilah pendekatan
kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan
ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, subsidi energi, izin lahan, dan biaya pemulihan tambang di Indonesia
menunjukkan bahwa distorsi fiskal dan lemahnya jaminan reklamasi dapat mensosialisasikan kerugian
privat. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: paket kebijakan harus menggabungkan harga, regulasi, investasi
publik, informasi, penegakan hukum, serta kompensasi yang transparan kepada rumah tangga rentan.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

6. Keadilan Intragerasi dan Antargenerasi

Keadilan bagi masa depan tidak dapat dibangun di atas penderitaan kelompok miskin hari ini.
Masyarakat yang kekurangan energi, pangan, kesehatan, dan pendidikan memiliki kapasitas lebih kecil
untuk berinvestasi jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan yang menghabiskan alam demi keuntungan
segelintir orang juga merugikan kedua generasi. Agenda yang benar menghubungkan redistribusi
sekarang dengan konservasi masa depan melalui transisi yang adil dan partisipasi bermakna.
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Secara mekanistik, perizinan dan penetapan nilai ekonomi dipengaruhi oleh hak kepemilikan, akses
informasi, kekuatan tawar, dan siapa yang diakui sebagai pemilik pengetahuan. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika kebijakan hijau dapat kehilangan legitimasi apabila manfaatnya
terkonsentrasi pada investor, sementara biaya lahan, tarif, atau kehilangan pekerjaan dibebankan
kepada komunitas. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi,
melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling
berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya
risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus
menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, konflik di sekitar hutan, perkebunan, tambang, dan pesisir Indonesia
memperlihatkan pentingnya pengakuan tenurial, persetujuan bebas-didahulukan-diinformasikan,
serta mekanisme keluhan. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat
menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir,
dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu,
standar nasional perlu memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka
terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan
masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: keadilan prosedural, distributif, pengakuan, dan antargenerasi
harus menjadi kriteria eksplisit dalam analisis manfaat-biaya serta evaluasi proyek. Rekomendasi
tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan konsumen.
Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis berinovasi
serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat ikut
menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

7. Tiga Prinsip: Opsi, Kualitas, dan Akses

Edith Brown Weiss merumuskan tiga gagasan penting: konservasi opsi agar generasi mendatang
memiliki pilihan; konservasi kualitas agar kondisi bumi tidak diwariskan dalam keadaan lebih buruk;
dan konservasi akses agar manfaat warisan planet tersedia secara adil. Ketiganya memberi panduan
praktis. Kebijakan tidak cukup menjaga jumlah aset; ia harus mempertahankan keragaman, fungsi, dan
kesempatan memperoleh manfaat tanpa diskriminasi.

Secara mekanistik, inovasi, elektrifikasi, efisiensi, dan perubahan struktur ekonomi memungkinkan
penurunan intensitas dampak, tetapi hasil absolut bergantung pada skala produksi dan pola konsumsi.
Konsekuensinya, analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada
satu tahun dapat meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun.
Perspektif ini mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa,
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bagi siapa, dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia
sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika efisiensi yang menurunkan biaya dapat menaikkan permintaan sehingga
sebagian penghematan hilang melalui efek rebound. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la
bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak
berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian
seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan
dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, bagi Indonesia yang masih harus menghapus kemiskinan, agenda kecukupan
bukan penghematan seragam, melainkan perluasan layanan dasar sambil membatasi konsumsi
mewah berjejak tinggi. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat
menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir,
dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu,
standar nasional perlu memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka
terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan
masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: kebijakan perlu membedakan pertumbuhan yang perlu—
kesehatan, pendidikan, sanitasi, energi bersih—dari ekspansi yang terutama memperbesar throughput
dan ketimpangan. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan
tinggi, komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan
pagar pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan
memperkuat bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan
memberi penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

8. Batas Planet dan Ruang Operasi yang Aman

Kerangka batas planet mengingatkan bahwa sistem bumi mempunyai proses pengatur yang tidak
sepenuhnya dapat diganti oleh teknologi atau uang. Perubahan iklim, integritas biosfer, siklus nitrogen-
fosfor, air tawar, perubahan lahan, dan polusi saling berinteraksi. Ketika tekanan melampaui ambang
tertentu, perubahan dapat menjadi nonlinier dan sulit dipulihkan. Keadilan antargenerasi karena itu
memerlukan batas pengaman, bukan hanya target efisiensi.

Secara mekanistik, hierarki sirkular menempatkan pencegahan dan pengurangan material di atas daur
ulang karena setiap putaran menuntut energi dan mengalami kehilangan kualitas. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika program yang hanya meningkatkan pengumpulan sampah tanpa
mengubah desain produk dan model bisnis dapat mempertahankan budaya sekali pakai. Di sinilah
pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
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pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia dapat mengembangkan ekosistem reparasi elektronik, kemasan
guna ulang, simbiosis industri, kompos organik, dan pasar material sekunder yang melindungi pekerja
informal. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat
berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran
sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu
memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal,
mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: tanggung jawab produsen yang diperluas perlu disertai target
desain, transparansi aliran bahan, standar kandungan daur ulang, dan pengadaan pemerintah yang
menciptakan permintaan. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis,
perguruan tinggi, komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan
tujuan dan pagar pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga
pengetahuan memperkuat bukti; masyarakatikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme
pembiayaan memberi penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

9. Perubahan Iklim sebagai Ujian Moral

Perubahan iklim adalah persoalan antargenerasi karena emisi hari ini bertahan lama dan memengaruhi
suhu, laut, ekosistem, serta risiko bencana selama puluhan hingga ratusan tahun. Manfaat energi fosil
dinikmati terutama sekarang, sedangkan biaya terbesar jatuh pada pihak yang berkontribusi paling
sedikit. Stephen Gardiner menyebut struktur ini sebagai badai moral sempurna: penyebaran sebab,
waktu, dan tanggung jawab memudahkan generasi kini merasionalisasi penundaan.

Secara mekanistik, sensor memungkinkan irigasi berbasis kebutuhan, jaringan listrik cerdas
menyeimbangkan energi terbarukan, dan ketertelusuran membantu memeriksa asal komoditas.
Konsekuensinya, analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada
satu tahun dapat meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun.
Perspektif inimengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa,
bagi siapa, dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia
sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika pusat data, perangkat keras, mineral, energi, dan e-waste menunjukkan
bahwa digitalisasi sendiri bukan aktivitas tanpa jejak. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la
bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak
berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian
seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan
dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.
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Dalam konteks nasional, di Indonesia, pemantauan satelit dapat mendeteksi kebakaran dan
perubahan tutupan lahan, tetapi tindak lanjut tetap memerlukan kewenangan, anggaran, dan
perlindungan pelapor. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat
menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir,
dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu,
standar nasional perlu memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka
terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan
masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: setiap inovasi harus dinilai berdasarkan dampak bersih
sepanjang siklus hidup, tambahan konsumsi yang dipicu, akses kelompok kecil, serta kemampuan
audit publik. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi,
komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar
pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat
bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi
penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

10. Energi, Aset Terlantar, dan Transisi Berkeadilan

Sistem energi mempunyai umur investasi panjang. Pembangkit dan infrastruktur baru dapat mengunci
emisi atau menjadi aset terlantar ketika kebijakan dan teknologi berubah. Perencanaan antargenerasi
membandingkan biaya sistem sepanjang umur, bukan hanya tarif hari ini. Transisi harus
memperhatikan pekerja, daerah penghasil, dan rumah tangga rentan melalui diversifikasi ekonomi,
perlindungan sosial, reskilling, serta akses energi bersih yang terjangkau.

Secara mekanistik, transisi membutuhkan kombinasi penghematan energi, efisiensi, elektrifikasi,
energi terbarukan, penyimpanan, jaringan, dan penghentian bertahap aset fosil. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika penutupan batubara tanpa strategi wilayah dapat menghancurkan basis
pajak dan pekerjaan, sedangkan pembangunan energi terbarukan tanpa konsultasi dapat
menimbulkan konflik lahan baru. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan
terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak
pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat
seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga
harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia perlu menyelaraskan pensiun dini pembangkit, reformasi subsidi,
penguatan jaringan antarpulau, panas bumi yang berhati-hati, tenaga surya, dan pengembangan
keterampilan. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat
berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran
sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu
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memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal,
mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: dana transisi harus mendukung pekerja, UMKM, pemerintah
daerah, reklamasi, dan diversifikasi ekonomi, bukan hanya mengganti teknologi pembangkitan.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

11. Biodiversitas, Hutan, dan Warisan Ekologis

Kepunahan bersifat permanen pada skala manusia. Hilangnya spesies juga menghapus pengetahuan
genetik, fungsi ekosistem, nilai budaya, dan kemungkinan inovasi yang belum dikenal. Hutan
menyediakan air, penyimpanan karbon, tanah, pangan, dan ruang hidup masyarakat. Kebijakan
antargenerasi tidak cukup menghitung kayu atau nilai lahan; ia harus mempertimbangkan keutuhan
lanskap, konektivitas habitat, hak komunitas, serta nilai pilihan bagi masa depan.

Secara mekanistik, pendekatan lanskap menghubungkan kawasan lindung, produksi, permukiman,
koridor satwa, dan daerah aliran sungai dalam satu sistem keputusan. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika penanaman pohon monokultur tidak setara dengan pemulihan hutan
alami, dan klaim net-zero tidak boleh menyamarkan kerusakan ekosistem bernilai tinggi. Di sinilah
pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa moratorium, restorasi gambut,
perhutanan sosial, sertifikasi, dan penegakan dapat menurunkan tekanan jika hak serta insentif
selaras. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat
berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran
sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu
memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal,
mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: prioritas kebijakan ialah mencegah kehilangan hutan primer,
menyelesaikan tenurial, meningkatkan produktivitas lahan yang ada, dan membayar hasil ekologis
yang terukur. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi,

13



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Generasi Mendatang

komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar
pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat
bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi
penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

12. Pangan, Air, Tanah, dan Ketahanan Masa Depan

Ketahanan pangan masa depan bergantung pada tanah yang subur, air yang tersedia, keragaman
genetik, pengetahuan petani, dan iklim yang stabil. Intensifikasiyang mengabaikan erosi, pestisida, dan
cadangan air dapat menaikkan produksi sementara tetapi menurunkan kemampuan produksi
berikutnya. Pendekatan regeneratif, pengurangan kehilangan pangan, perlindungan sumber air, serta
riset varietas adaptif merupakan bentuk investasi antargenerasi.

Secara mekanistik, agroforestri, diversifikasi, pengelolaan hara presisi, perlindungan penyerbuk, dan
pengurangan kehilangan pangan dapat meningkatkan resiliensi sekaligus produksi. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika intensifikasi yang bergantung pada input berlebih dapat meningkatkan
hasil jangka pendek namun merusak struktur tanah, kualitas air, dan kemampuan menghadapi
kekeringan. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi,
melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling
berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya
risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus
menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada perluasan lahan,
memperkuat penyuluhan, benih lokal, irigasi adaptif, logistik dingin, dan pasar yang adil bagi petani
kecil. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: kebijakan pangan harus mengukur kualitas gizi, pendapatan
produsen, kesehatan tanah, air, emisi, serta kehilangan pangan—bukan hanya tonase komoditas.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.
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13. Laut, Pesisir, dan Negara Kepulauan

Indonesia mewariskan masa depannya melalui laut. Kenaikan muka laut, pengasaman, panas laut,
polusi plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan mangrove memengaruhi pangan, permukiman,
budaya, serta kedaulatan wilayah. Pembangunan pesisir perlu memakai horizon waktu panjang dan
skenario iklim. Restorasi mangrove, kawasan konservasi yang efektif, perikanan berbasis sains, dan
tata ruang adaptif melindungi generasi kini sekaligus yang akan datang.

Secara mekanistik, perikanan berbasis sains, kawasan konservasi efektif, mangrove, pengendalian
limbah darat, dan pariwisata berbatas daya dukung saling memperkuat. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika label biru dapat menjadi greenwashing ketika reklamasi, ekstraksi pasir,
budidaya intensif, atau pariwisata massal mengabaikan dampak kumulatif. Di sinilah pendekatan
kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan
ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan data stok ikan,
pengawasan kapal, perlindungan nelayan kecil, sanitasi pesisir, dan konektivitas rantai dingin. Kasus
Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: perencanaan ruang laut harus transparan, mengakui wilayah
kelola tradisional, dan menjaga zona penting untuk pemijahan, perlindungan pantai, serta adaptasi
kenaikan muka laut. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan
tinggi, komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan
pagar pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan
memperkuat bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan
memberi penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

14. Mineral Kritis, Hilirisasi, dan Beban Ekologis

Mineral kritis dibutuhkan bagi transisi energi, tetapi penambangannya dapat meninggalkan lubang,
limbah, konflik, dan ketergantungan ekonomi. Hilirisasi yang adil antargenerasi mengubah sumber
daya tak terbarukan menjadi modal manusia, teknologi, infrastruktur, dan dana jangka panjang.
Standar lingkungan, pemulihan lahan, energi rendah karbon, transparansi penerimaan, serta daur
ulang harus menjadi bagian desain industri, bukan tindakan korektif setelah kerusakan.
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Secara mekanistik, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah, pembelajaran teknologi, ekspor, dan
pekerjaan jika keterkaitan domestik serta standar lingkungan berkembang. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika penggunaan listrik berbasis batubara, tailing, deforestasi, kebutuhan air,
keselamatan kerja, dan konflik sosial dapat mengurangi legitimasi manfaat industri baterai. Di sinilah
pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, kasus nikel Indonesia menuntut transparansi rantai pasok, batas kawasan
terlarang, energi rendah karbon, pengelolaan residu, jaminan pemulihan, dan pembagian manfaat
lokal. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: strategi industri harus bergerak dari ekspor volume menuju
produktivitas, riset, daur ulang baterai, keterampilan, dan standar jejak lingkungan yang dapat
diverifikasi. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi,
komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar
pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat
bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi
penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

15. Kota, Infrastruktur, dan Umur Keputusan

Bangunan, jalan, sistem air, dan pola permukiman dapat bertahan lebih lama daripada satu generasi
politik. Kota yang menyebar, bergantung mobil pribadi, dan berada di kawasan rawan menciptakan
biaya yang diwariskan. Infrastruktur antargenerasi harus tahan iklim, mudah dipelihara, hemat sumber
daya, dan dapat beradaptasi. Penilaian proyek perlu menghitung biaya operasi, penggantian, emisi
terkunci, serta kemungkinan perubahan demografi dan teknologi.

Secara mekanistik, kepadatan yang terencana, angkutan umum, bangunan efisien, ruang hijau-biru,
pengelolaan air, dan perumahan terjangkau menghasilkan manfaat ganda. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”
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Masalah utama muncul ketika jalan baru yang memicu perjalanan tambahan dan pembangunan di
dataran banjir dapat mengunci emisi serta biaya bencana selama puluhan tahun. Di sinilah pendekatan
kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan
ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, kota-kota Indonesia memerlukan integrasi tata ruang dengan transportasi,
perlindungan daerah resapan, sistem sampah dari sumber, dan peningkatan kampung tanpa
penggusuran. Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat
berbeda antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran
sungai mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu
memberi kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal,
mata pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: uji ketahanan iklim dan karbon terkandung harus diwajibkan
sebelum infrastruktur disetujui, termasuk skenario operasi, pemeliharaan, dan penghentian aset.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

16. Diskonto Sosial dan Nilai Masa Depan

Analisis biaya-manfaat biasanya mendiskontokan manfaat dan biaya masa depan. Tingkat diskonto
yang tinggi dapat membuat kerusakan besar puluhan tahun lagi tampak kecil hari ini. Diskonto
mempunyai dasar ekonomi, tetapi juga memuat pilihan etis tentang bobot generasi. Untuk risiko
eksistensial, irreversibilitas, dan aset alam kritis, keputusan tidak boleh bergantung pada satu angka.
Skenario, tingkat diskonto menurun, dan batas aman perlu melengkapi analisis.

Secara mekanistik, taksonomi, obligasi hijau, pembiayaan campuran, jaminan risiko, dan
pengungkapan dapat mengarahkan modal ketika kriteria teknis serta verifikasi kuat. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika risiko greenwashing meningkat apabila indikator hanya mengukur dana
tersalur, bukan emisi yang dihindari, ekosistem dipulihkan, atau kelompok yang menerima manfaat. Di
sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.
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Dalam konteks nasional, Indonesia dapat memanfaatkan APBN, perbankan, pasar modal, dana desa,
pembiayaan syariah, dan dana internasional untuk proyek yang siap serta berintegritas. Kasus
Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: setiap instrumen perlu menyatakan baseline, additionality, risiko
kebocoran, permanensi, perlindungan sosial, dan mekanisme koreksi bila hasil tidak tercapai.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

17. Korporasi, Rantai Nilai, dan Tanggung Jawab

Perusahaan membentuk masa depan melalui investasi, produk, pekerjaan, inovasi, penggunaan alam,
dan pengaruh kebijakan. Tanggung jawab tidak berhenti pada kepatuhan minimum atau laporan ESG.
Dewan dan manajemen perlu menguji strategi terhadap skenario jangka panjang, menghindari
pemindahan biaya ke masyarakat, dan memastikan rantai nilai menghormati hak manusia serta
lingkungan. Insentif jangka pendek harus diseimbangkan dengan ketahanan dan dampak lintas
generasi.

Secara mekanistik, strategi berkelanjutan mengintegrasikan risiko alam ke desain produk, investasi,
pengadaan, remunerasi, serta pengelolaan pemasok. Konsekuensinya, analisis kebijakan harus
mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat meningkat, tetapi stok
aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini mengubah pertanyaan
manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa, dengan risiko apa, dan
apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika laporan keberlanjutan dapat menjadi ritual komunikasi bila target
bersifat relatif, ruang lingkup sempit, data pemasok diabaikan, atau kompensasi menggantikan
pengurangan nyata. Di sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi,
melainkan aturan pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling
berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya
risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus
menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, perusahaan Indonesia perlu memetakan ketergantungan dan dampak,
menetapkan target berbasis sains, membuka data material, dan memperkuat uji tuntas hak asasi.
Kasus Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
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kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: dewan direksi harus mengawasi risiko iklim dan alam sebagai
risiko strategis, sementara insentif eksekutif dikaitkan dengan hasil absolut dan audit independen.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

18. Hukum Internasional dan Deklarasi Generasi Mendatang

Gagasan tanggung jawab kepada masa depan hadir dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, laporan
Brundtland, prinsip UNESCO 1997, serta berbagai perjanjian lingkungan. Pada 2024, negara anggota
PBB mengadopsi Pact for the Future beserta Declaration on Future Generations. Dokumen itu
mengakui generasi mendatang sebagai semua generasi yang belum ada dan akan mewarisi planet ini.
Tantangannya adalah menerjemahkan komitmen diplomatik menjadi prosedur anggaran, legislasi, dan
evaluasi.

Secara mekanistik, kualitas kebijakan bergantung pada konsistensi perencanaan, data lintas lembaga,
kapasitas daerah, pengadaan, pengawasan, pengadilan, dan sanksi yang kredibel. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika regulasi yang tumpang tindih atau berubah tanpa transisi dapat
menciptakan ketidakpastian, sedangkan deregulasi berlebihan memindahkan biaya kepada publik. Di
sinilah pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, desentralisasi Indonesia membuka ruang inovasi tetapi juga menghasilkan
variasi kapasitas, insentif pendapatan ekstraktif, dan masalah lintas batas administratif. Kasus
Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: penguatan institusi harus mencakup satu peta yang dapat
diaudit, perizinan berbasis daya dukung, anggaran ekologis daerah, keterbukaan pemilik manfaat, dan
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pengawasan warga. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan
tinggi, komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan
pagar pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan
memperkuat bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan
memberi penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

19. Masyarakat Adat, Pengetahuan, dan Warisan Budaya

Warisan antargenerasi bukan hanya modal fisik dan alam, tetapi juga bahasa, pengetahuan, nilai, seni,
serta hubungan dengan tempat. Masyarakat adat sering memelihara pengetahuan ekologis yang
tumbuh melalui pengamatan lintas generasi. Perlindungan hak, wilayah, persetujuan bebas-
didahulukan-diinfomasikan, dan transmisi budaya memperkuat keberlanjutan. Modernisasi tidak
harus menghapus warisan; ia dapat memberi ruang bagi pembaruan yang dipilih oleh komunitas
sendiri.

Secara mekanistik, partisipasi meningkatkan kualitas data, mengungkap dampak tersembunyi,
membangun rasa memiliki, dan memungkinkan penyesuaian kebijakan. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika konsultasi yang dilakukan setelah keputusan utama dibuat hanya
memberi legitimasi semu dan memperbesar ketidakpercayaan. Di sinilah pendekatan kehati-hatian
relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan ketika
dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, praktik mapalus, sasi, subak, hutan adat, dan bentuk kelola komunal lain di
Indonesia menunjukkan bahwa norma sosial dapat menopang aksi kolektif. Kasus Indonesia
mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau
kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang
serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi kepastian minimum,
sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas
pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: pemerintah dan perusahaan perlu menyediakan informasi yang
dapat dipahami, waktu yang memadai, dukungan ahli independen, serta hak masyarakat untuk
memengaruhi keputusan. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis,
perguruan tinggi, komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan
tujuan dan pagar pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga
pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme
pembiayaan memberi penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.
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20. Pendidikan, Sains, dan Kapabilitas Masa Depan

Pendidikan adalah transfer kapabilitas antargenerasi. Generasi mendatang memerlukan literasi
ekologi, teknologi, etika, demokrasi, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Sains publik membantu
masyarakat memahami risiko yang belum terlihat, sedangkan kebebasan akademik menjaga
kemampuan mengoreksi kebijakan. Investasi pada kesehatan, riset, data terbuka, dan pendidikan
berkualitas memperluas pilihan masa depan lebih kuat daripada sekadar mewariskan aset finansial.

Secara mekanistik, literasi ekologis menghubungkan pilihan sehari-hari dengan rantai pasok, energi,
pangan, air, kesehatan, dan keadilan. Konsekuensinya, analisis kebijakan harus mengikuti stok dan
aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat meningkat, tetapi stok aset yang menopang
pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa
besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa, dengan risiko apa, dan apakah kapasitas
menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika kampanye moral yang menyalahkan individu tidak memadai ketika
pilihan bersih mahal, transportasi publik buruk, atau produk dirancang cepat rusak. Di sinilah
pendekatan kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan
pengambilan keputusan ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak
dapat dipulihkan. Beban pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku
tidak cukup menunjukkan kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan
sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, perguruan tinggi Indonesia dapat menjadikan kampus laboratorium hidup
bagi energi, sampah, pangan, biodiversitas, pengadaan, dan inovasi sosial. Kasus Indonesia
mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau
kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang
serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi kepastian minimum,
sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas
pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: kurikulum manajemen perlu memasukkan ekonomi ekologi,
analisis siklus hidup, etika, skenario, sistem kompleks, dan kepemimpinan transisi. Rekomendasi
tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan konsumen.
Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis berinovasi
serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat ikut
menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

21. Indikator Kesejahteraan Lintas Generasi

Produk domestik bruto mencatat arus produksi, tetapi tidak menunjukkan apakah modal alam, sosial,
manusia, dan fiskal sedang diperkuat atau dikonsumsi. Dashboard antargenerasi perlu memantau
kekayaan komprehensif, emisi, biodiversitas, kesehatan ekosistem, utang, kualitas institusi,
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pendidikan, ketimpangan, serta paparan risiko. Indikator harus mengungkap trade-off dan distribusi,
bukan menghasilkan satu skor yang menyembunyikan kerusakan penting.

Secara mekanistik, penginderaan jauh, sensor, statistik, audit warga, dan pelaporan korporasi dapat
membangun gambaran terpadu tentang perubahan aset serta aliran pencemaran. Konsekuensinya,
analisis kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika data agregat nasional dapat menyembunyikan hotspot lokal,
ketimpangan paparan, atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan. Di sinilah pendekatan kehati-hatian
relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan ketika
dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia memerlukan interoperabilitas data lahan, izin, emisi, air,
biodiversitas, kesehatan, dan belanja publik dengan perlindungan privasi yang tepat. Kasus Indonesia
mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda antarwilayah. Pulau
kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai mempunyai ambang
serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi kepastian minimum,
sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata pencaharian, kapasitas
pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: dashboard publik harus menampilkan hasil absolut,
ketidakpastian, distribusi, dan kemajuan terhadap ambang, serta menyediakan jalur koreksi ketika
target meleset. Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi,
komunitas, dan konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar
pengaman; bisnis berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat
bukti; masyarakat ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi
penghargaan kepada hasil, bukan sekadar aktivitas.

22. Indonesia Emas 2045 dalam Perspektif Antargenerasi

Visi Indonesia Emas 2045 bertepatan dengan satu abad kemerdekaan, tetapi keberhasilannya tidak
boleh dinilai hanya pada posisi ekonomi saat itu. Keputusan menuju 2045 akan membentuk kehidupan
setelah 2045. Bonus demografi perlu diubah menjadi kapabilitas, hilirisasi menjadi teknologi,
urbanisasi menjadi kota layak huni, dan pendapatan sumber daya menjadi aset produktif. Visi nasional
memerlukan horizon yang melampaui satu peringatan sejarah.

Secara mekanistik, urutan kebijakan dimulai dari menghapus insentif merusak, melindungi aset kritis,
membangun alternatif, lalu menaikkan standar sejalan dengan kapasitas. Konsekuensinya, analisis
kebijakan harus mengikuti stok dan aliran sekaligus. Arus pendapatan pada satu tahun dapat
meningkat, tetapi stok aset yang menopang pendapatan berikutnya mungkin turun. Perspektif ini
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mengubah pertanyaan manajerial dari “berapa besar hasil sekarang?” menjadi “hasil apa, bagi siapa,
dengan risiko apa, dan apakah kapasitas menghasilkan kesejahteraan masih tersedia sesudahnya?”

Masalah utama muncul ketika daftar proyek hijau tanpa perubahan fiskal, tata ruang, dan penegakan
akan menghasilkan pulau-pulau perbaikan ditengah sistem yang tetap ekstraktif. Di sinilah pendekatan
kehati-hatian relevan. la bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan aturan pengambilan keputusan
ketika dampak berpotensi besar, tidak pasti, saling berhubungan, atau tidak dapat dipulihkan. Beban
pembuktian seharusnya meningkat seiring besarnya risiko, sehingga pelaku tidak cukup menunjukkan
kepatuhan dokumen; mereka juga harus menunjukkan hasil ekologis dan sosial yang terukur.

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki peluang menyatukan restorasi alam, industrialisasi
rendah karbon, pekerjaan bermutu, ketahanan pangan, ekonomi biru, dan inovasi digital. Kasus
Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda
antarwilayah. Pulau kecil, daerah gambut, kawasan karst, kota pesisir, dan hulu daerah aliran sungai
mempunyai ambang serta fungsi ekologis yang berlainan. Karena itu, standar nasional perlu memberi
kepastian minimum, sementara desain implementasi harus peka terhadap ekologi lokal, mata
pencaharian, kapasitas pemerintah daerah, dan pengetahuan masyarakat.

Arah tindakan yang lebih kokoh ialah: peta jalan perlu memiliki target 2030 dan 2045, penanggung
jawab, anggaran, indikator hasil, forum sosial, evaluasi independen, serta mekanisme belajar adaptif.
Rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi antara negara, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan
konsumen. Pembagian peran harus jelas: pemerintah menetapkan tujuan dan pagar pengaman; bisnis
berinovasi serta menanggung biaya dampaknya; lembaga pengetahuan memperkuat bukti; masyarakat
ikut menentukan dan mengawasi; sedangkan mekanisme pembiayaan memberi penghargaan kepada
hasil, bukan sekadar aktivitas.

23. Lembaga Penjaga Kepentingan Masa Depan

Demokrasi cenderung memberi bobot besar pada pemilih sekarang dan siklus anggaran
pendek. Beberapa negara membentuk komisioner, ombudsman, atau mekanisme
penilaian generasi mendatang. Indonesia dapat mengembangkan uji dampak
antargenerasi untuk rancangan undang-undang, APBN, proyek strategis, dan kebijakan
sumber daya. Lembaga tersebut harus independen, transparan, berbasis sains, melibatkan
anak muda, dan memiliki akses pada proses pengambilan keputusan.

Tetapkan kesejahteraan inklusif dan ketahanan sosial-ekologis sebagai sasaran tingkat tertinggi. PDB
tetap berguna untuk membaca aktivitas, tetapi harus didampingi neraca kekayaan, indikator distribusi,

kesehatan, emisi, material, biodiversitas, dan kualitas ekosistem. Setiap kementerian dan daerah perlu
melihat hubungan antara keluaran sektoral dan perubahan aset bersama.

23.2 Pagar pengaman ekologis

Identifikasi ekosistem kritis, ambang pencemaran, anggaran karbon, daya dukung air, dan zona yang
tidak layak dikonversi. Pagar pengaman membatasi pilihan yang berisiko tidak dapat dipulihkan,
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sementara instrumen ekonomi bekerja di dalam ruang yang masih dapat dinegosiasikan. Pendekatan
ini mencegah harga dipakai untuk membenarkan kehancuran aset yang tidak tergantikan.

23.3 Reformasi insentif

Petakan subsidi, keringanan, kredit, pengadaan, dan pendapatan daerah yang mendorong ekstraksi
berlebih. Reformasi dilakukan bertahap dengan perlindungan rumah tangga miskin, bantuan
penyesuaian bagi pekerja, dan investasi alternatif. Penerimaan dari pajak lingkungan sebaiknya
transparan serta dikembalikan untuk transisi, layanan dasar, dan pemulihan.

23.4 Investasi transformatif

Prioritaskan jaringan listrik, transportasi umum, efisiensi bangunan, restorasi ekosistem, sanitasi, riset,
pendidikan, dan infrastruktur data. Penilaian proyek harus mencakup biaya operasi, risiko iklim, karbon
terkandung, kehilangan biodiversitas, pilihan penghentian aset, dan manfaat distribusional. Proyek
yang tampak murah dapat menjadi mahal ketika eksternalitas dan lock-in dihitung.

23.5 Tata kelola adaptif

Gunakan siklus menetapkan target, bertindak, mengukur, mengevaluasi, dan mengoreksi.
Ketidakpastian tidak diatasi dengan rencana kaku, tetapi dengan pemantauan dini, eksperimen
bertanggung jawab, batas penghentian, dan pembelajaran lintas daerah. Transparansi membuat
koreksi menjadi tanda kapasitas, bukan pengakuan kegagalan.

24. Skenario Naratif: Indonesia yang Diwariskan

Bayangkan Indonesia 2075 yang menerima warisan keputusan tiga dekade sebelumnya. Dalam
skenario baik, kota teduh dan terhubung, listrik bersih tersedia, hutan serta laut pulih, utang terkendali,
dan sekolah menghasilkan warga adaptif. Dalam skenario buruk, bencana berulang, air langka, pesisir
tenggelam, aset fosil terbengkalai, dan ketimpangan memicu konflik. Perbedaan kedua jalur bukan
takdir, melainkan akumulasi pilihan yang dibuat hari ini.

Tahap pertama melindungi daerah resapan, memperbaiki izin bermasalah, memulihkan sempadan
sungai, dan memberi kepastian hak kelola. Pada saat yang sama, belanja publik dialihkan ke
transportasi, energi surya untuk fasilitas umum, pengolahan organik, penyuluhan agroforestri, dan
inkubator reparasi. Bank pembangunan daerah memberi kredit berbasis kinerja kepada koperasi dan
UMKM. Sekolah kejuruan menyiapkan teknisi energi, pengolahan pangan, pemetaan, dan
pemeliharaan mesin. Pendapatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penjualan bahan mentah.

Pada 2035, pertumbuhan kabupaten mungkin tidak selalu menjadi yang tertinggi menurut PDRB, tetapi
kualitasnya berubah. Kerugian banjir turun; pengeluaran kesehatan akibat polusi berkurang;
produktivitas air membaik; usaha lokal tumbuh; perempuan dan pemuda lebih terlibat; serta
pendapatan petani lebih stabil karena diversifikasi. Pemerintah menerbitkan dashboard yang
memperlihatkan juga kegagalan, termasuk lokasi kualitas air yang belum pulih. Warga dapat
mengajukan koreksi anggaran berdasarkan data tersebut.
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Pada 2045, kemakmuran kabupaten tampak sebagai portofolio kemampuan: ekosistem yang menjaga
produksi, penduduk sehat dan terampil, bisnis yang beradaptasi, infrastruktur rendah karbon, institusi
terpercaya, serta ruang budaya yang hidup. Narasi ini bukan utopia tanpa konflik. Perubahan harga,
cuaca ekstrem, dan kepentingan politik tetap ada. Perbedaannya ialah kabupaten memiliki aset, data,
forum, dan aturan yang memungkinkan guncangan dihadapi tanpa mengorbankan kelompok terlemah
atau menjual masa depan.

25. Sepuluh Agenda Antargenerasi 2026-2035

Melembagakan uji dampak antargenerasi: Setiap regulasi, anggaran, dan proyek strategis perlu
menilai konsekuensi ekologis, sosial, fiskal, dan teknologi lintas waktu.

Menetapkan batas aman ekologis: Target pembangunan harus tunduk pada ambang iklim,
biodiversitas, air, tanah, dan polusi yang berbasis sains.

Memperbaiki aturan diskonto publik: Gunakan analisis sensitivitas, tingkat menurun, skenario, dan
perlakuan khusus bagi risiko irreversibel.

Mengubah rente sumber daya menjadi aset: Pendapatan tak terbarukan perlu membiayai
pendidikan, riset, teknologi, restorasi, dan dana generasi mendatang.

Memperkuat suara anak muda: Libatkan generasi muda secara bermakna dalam perencanaan,
legislasi, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.

Melindungi warisan kritis: Tetapkan aset alam, budaya, dan institusional yang tidak boleh
dikorbankan hanya karena kompensasi finansial.

Membangun indikator kekayaan komprehensif: Lengkapi PDB dengan ukuran modal alam, manusia,
sosial, fiskal, serta risiko jangka panjang.

Mewajibkan rencana transisi yang adil: Dekarbonisasi harus disertai perlindungan pekerja, daerah
penghasil, komunitas, dan rumah tangga rentan.

Mendirikan penjaga masa depan: Bentuk fungsi independen yang menilai kebijakan dan melaporkan
kepatuhan terhadap kewajiban antargenerasi.

Membangun budaya tanggung jawab: Pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, keluarga, dan media
perlu menumbuhkan etika merawat kehidupan lintas generasi.

Kesimpulan

Hak generasi mendatang memberi kedalaman moral pada pembangunan berkelanjutan. la
mengingatkan bahwa kekuasaan generasi kini atas teknologi, anggaran, dan alam tidak sama dengan
kepemilikan tanpa batas. Kita adalah penerima warisan sekaligus penjaga sementara yang wajib
meneruskan kondisi kehidupan, institusi, pengetahuan, serta pilihan yang layak.

Kewajiban tersebut tidak menuntut dunia dibekukan. Generasi mendatang juga berhak menerima
inovasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan beradaptasi. Persoalannya adalah
membedakan transformasi produktif dari pemindahan biaya. Pembangunan yang baik mengubah
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sumber daya menjadi kapabilitas tahan lama sambil menjaga modal alam kritis dan mencegah risiko
yang tidak dapat dipulihkan.

Keadilan antargenerasi harus berjalan bersama keadilan intragenerasi. Transisi yang membebani
kelompok miskin akan kehilangan legitimasi, sedangkan ketimpangan hari ini mengurangi kemampuan
masyarakat merawat masa depan. Karena itu, kebijakan iklim, energi, pangan, kota, dan konservasi
harus menggabungkan perlindungan sosial, partisipasi, pemerataan manfaat, serta tanggung jawab
pihak yang paling mampu.

Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan apa
yang diwariskan setelah pertumbuhan itu terjadi. Negara yang sungguh maju meninggalkan hutan dan
laut yang berfungsi, kota layak huni, utang terkendali, ilmu pengetahuan yang hidup, institusi
terpercaya, serta warga yang mampu menentukan masa depannya. ltulah makna kemerdekaan yang
diperluas melintasi generasi.
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Glosarium

Additionality: Manfaat lingkungan yang terjadi karena suatu intervensi dan tidak akan muncul dalam
skenario dasar.

Analisis siklus hidup: Penilaian dampak produk sejak ekstraksi bahan, produksi, distribusi, penggunaan,
hingga akhir masa pakai.

Batas planet: Pagar pengaman proses sistem Bumi yang dimaksudkan menjaga ruang operasi aman bagi
manusia.

Daya dukung: Kemampuan ekosistem menopang aktivitas atau populasi tanpa kehilangan fungsi
pentingnya.

Dekarbonisasi: Penurunan emisi karbon melalui efisiensi, energi bersih, elektrifikasi, dan perubahan
sistem.

Ekonomi biru: Kegiatan ekonomi laut yang menjaga kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat
pesisir.

Ekonomi sirkular: Sistem yang mengurangi ekstraksi dan limbah dengan mempertahankan nilai produk
serta material.

Eksternalitas: Biaya atau manfaat suatu aktivitas yang tidak sepenuhnya ditanggung pelaku transaksi.
Efek rebound: Kenaikan konsumsi yang mengurangi sebagian atau seluruh penghematan dari efisiensi.
Greenwashing: Klaim lingkungan yang menyesatkan, tidak lengkap, atau tidak didukung hasil terverifikasi.

Hilirisasi: Peningkatan pengolahan domestik untuk memperbesar nilai tambah, kemampuan, dan
keterkaitan industri.

Jasa ekosistem: Manfaat yang diperoleh manusia dari fungsi ekosistem, baik penyediaan, pengaturan,
budaya, maupun penopang.

Keadilan antargenerasi: Prinsip bahwa keputusan kini tidak boleh secara tidak adil mempersempit pilihan
generasi mendatang.

Kekayaan inklusif: Gabungan modal produksi, manusia, sosial, dan alam yang menopang kesejahteraan
lintas waktu.

Ketahanan: Kemampuan sistem menyerap gangguan, beradaptasi, dan tetap mempertahankan fungsi
penting.

Lock-in: Keterikatan jangka panjang pada teknologi atau pola pembangunan akibat aset, aturan, dan
kebiasaan.

Modal alam: Stok sumber daya dan sistem alam yang menghasilkan aliran manfaat bagi masyarakat.
Net-zero: Kondisi ketika emisi antropogenik yang tersisa diseimbangkan oleh penghilangan yang kredibel.

Prinsip kehati-hatian: Tindakan pencegahan ketika terdapat risiko serius meskipun bukti belum
sepenuhnya pasti.

Restorasi ekologis: Upaya membantu pemulihan struktur, fungsi, dan resiliensi ekosistem yang
terdegradasi.

Transisi berkeadilan: Perubahan menuju ekonomi rendah karbon yang melindungi pekerja, komunitas, dan
kelompok rentan.
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Throughput material: Aliran total bahan dan energi yang masuk, diproses, dan keluar sebagai produk atau
residu.
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Batas planet: Ambang proses sistem bumi yang membantu mendefinisikan ruang operasi aman bagi
manusia.

Diskonto sosial: Cara mengubah nilai biaya dan manfaat masa depan menjadi nilai pada masa kini.

Generasi mendatang: Generasiyang belum ada dan akan mewarisi planet, institusi, serta konsekuensi
keputusan sekarang.

Irreversibilitas: Keadaan ketika kerusakan atau perubahan tidak dapat dipulihkan pada skala waktu
yang relevan.

Keadilan antargenerasi: Keadilan dalam distribusi manfaat, beban, risiko, dan kesempatan antara
generasi.

Keadilan intragenerasi: Keadilan di antara kelompok manusia yang hidup pada periode yang sama.

Konservasi akses: Prinsip menjaga kesempatan yang adil untuk menikmati manfaat warisan alam dan
sosial.

Konservasi kualitas: Prinsip mewariskan kondisi planet dan sumber daya tanpa penurunan mutu yang
tidak adil.

Konservasi opsi: Prinsip mempertahankan keragaman pilihan bagi generasi mendatang.

Masalah non-identitas: Persoalan filosofis ketika kebijakan menentukan identitas orang yang kelak
lahir.

Modal alam kritis: Aset dan fungsi ekologis yang tidak dapat digantikan secara memadai oleh modal
buatan.

Prinsip kehati-hatian: Kewajiban mengambil tindakan pencegahan ketika terdapat ancaman serius
meski kepastian ilmiah belum lengkap.

Tanggung jawab lintas waktu: Kewajiban mempertimbangkan akibat keputusan yang melampaui
masa hidup pengambil keputusan.
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